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ABSTRAK 
 
 

Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses 
Pemberesan Aset Pailit Perusahaan ( Studi Kasus Putusan No. 2/Pdt.Sus-
Actio Paulina/2019/PN Niaga Sby Jo Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan 
Perdamaian/2019/PN Niaga Sby ) ”, mengetahui lebih lanjut mengenai 
akta notaris yang mengandung atau berpotensi Actio Pauliana. Actio 
Pauliana adalah upaya pengadilan untuk melindungi hak-hak kreditor dari 
upaya debitor yang berusaha mengalihkan harta kekayaannya sehingga 
tidak masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis 
normatif ini digunakan untuk menemukan hubungan antara Notaris sebagai 
pejabat pembuat akta otentik dengan Undang-Undang Kepailitan dalam 
rangka pemberesan aset pailit, terkait dengan adanya dugaan pengalihan 
aset debitor yang dipailitkan sebelum pelaksanaan pailit yang dikenal 
dengan Actio Pauliana. 

 
Kata Kunci: Notaris, Actio Pauliana, Pailit 
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ABSTRACT 

The research entitled "Notary Responsibilities in the Process of Settling Company 
Bankruptcy Assets (Case Study of Decision No. 2 / Pdt.Sus-Actio Paulina / 2019 / PN 
Niaga Sby Jo Decision No. 1 / Pdt.Sus-Cancellation of Peace / 2019 / PN Niaga Sby) ) ”, To 
find out more about the notary deed which contains or has the potential to be Actio 
Pauliana. Actio Pauliana is an attempt by the court to protect the rights of creditors from 
attempts by debtors to try to divert their assets so that they do not enter into bankruptcy 
bureau. The research used in this research is normative juridical research. This normative 
juridical study is used to find the relationship between the Notary as the official deed 
maker and the Bankruptcy Law in the context of clearing bankruptcy assets, related to 
the alleged transfer of assets of the debtor who was bankrupt before the implementation 
of bankruptcy known as Actio Pauliana. 

 

Keywords: Notary, Actio Pauliana, bankruptcy 
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